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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren 

penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu, istilah pistol 

lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api 

cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Secara teoritis perkembangan tingkat 

kejahatan di Indonesia semakin hari semakin tinggi, bahkan para pelaku kejahatan 

dalam beraksi tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, bahkan untuk 

memperlancar aksinya para pelaku kejahatan pada umumnya menggunakan alat bantu 

seperti senjata api. Dalam melancarkan kejahatannya, seperti terorisme  yang  

dilakukan  oleh  para  pelaku  teror  banyak  menggunakan senjata api. Tidak sedikit 

obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku teror. Sedangkan senjata api digunakan 

selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga sebagai alat untuk melakukan 

perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja menggangu 

keamanan dan ketertiban di masyarakat.1 

Secara konsepsional pengertian senjata api dijelaskan dalam Instruksi Presiden 

RI No. 9 tahun 1976, pada pokoknya menegaskan bahwa senjata api adalah salah satu 

 
1 Runturambi, Pujiastuti, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Jakarta, Pustaka Obor 

Indonesia, 2015, hlm 1 
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alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata RI dibidang pertahanan dan 

keamanan. Sementara lembaga pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api 

merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 

Tahun 1976. Inpres tersebut menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga 

pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan 

agar dapat mencapai sasaran tugasnya.2 

Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut di atas, Menteri Pertahanan dan 

Keamanan membuat kebijakan3 dengan mengeluarkan surat Keputusan Men Hankam 

No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember  1977  tentang  Tuntunan  Kebijaksanaan  

untuk  Meningkatkan  Pengawasan  dan Pengendalian Senjata Api. Dalam keputusan 

tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah  satu  Lembaga 

Pemerintah yang diberi kewenangan menjalankan tugas dibidang keamanan, 

ketentraman dan ketertiban. kemudian di tahun 2010, Kementerian Pertahanan 

Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman 

Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar 

Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang tertuang 

dalam Peraturan  Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010.4
 

 
2 Olivia, 2013. “Penyalahgunaan Penggunaan Sejata Api Oleh Anggota Kepolisian”Manado.Unsrat  
3 Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi. “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata  

      Api”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013 
4 Kementerian Pertahanan Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Pertahanan Republik  

Indonesia tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di 

Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri 
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Peraturan ini menghapus Surat Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 

tanggal 26 Desember 1977. Dalam peraturan ini, orang perseorangan selaku warga 

Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu, dapat memperoleh izin untuk memiliki 

senjata api dengan batasan-batasan tertentu. Izin tersebut diberikan oleh Menteri 

Pertahanan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4). 

Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa ekspor, impor pembelian, penjualan, 

produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, 

pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan 

amunisinya diperlukan izin Menteri.5 

Ayat (4). Izin  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   dapat   diberikan   

dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : 

instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, badan hukum nasional Indonesia tertentu, . 

perorangan, kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia6 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api,7 bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata 

api wajib memperoleh izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagaimana 

yang di atur Pasal 9, Yang menegaskan bahwa orang  yang  bukan  anggota  tentara  

 
Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338. 

5 ihat Surat Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. 
6 Ibid 

7 Indonesia, Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api , 

UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran 

negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh Undang-undang Darurat Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" 

(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. 
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atau  polisi,  yang  mempunyai  dan  memakai senjata api harus mempunyai surat izin 

pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. 

Pemberian izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, 

merupakan bagian dari wewenang Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya8 

berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.9
 

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 

Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian 

Senjata Api Non Organik TNI/POLRI10, Kepala kepolisian RI (Kapolri) membolehkan 

masyarakat sipil untuk menguasai senjata api.11 

Penguasaan atau kepeilikan senjata api yang diberikan kepada masyarakat sipil 

tentunya harus dengan batasan-batasan.
 
Penggunaan senjata api oleh sipil antara lain 

untuk kepentingan tertentu seperti olahraga menembak dan/atau berburu, dan 

sebagai koleksi. Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan tertentu 

dalam rangka untuk: 12 

 

 
8  Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,   UU No.2, LN No. 2 Tahun 

2002, TLN. No. 4168, Pasal 13 
9 Ibid 
10 Pedoman pengawasan dan  pengendalian senjata api  non  organik TNI/Polri yang dimiliki 

Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas bagi 

Satpam/Polisi Khusus. 
11 Perkap Nomor: 13 / X / 2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan    Pengendalian    

Senjata    Api    Non    Organik    Tni    atau    Polri    untuk    Kepentingan    Olahraga. 
12 Wibowo, 2016. “Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak” Pontianak. Untan 
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Kepentingan    keamanan,    ketentraman    dan    ketertiban    pelayaran    

dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah. 

Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi 

gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek 

tersebut, serta 

Dalam    rangka    melaksanakan    tugas    operasional    pejabat    dari    

satuan pengamanan dilapangan. 

 

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kepemilikan senjata api tersebeut 

ternyata disalahgunakan oleh pemilik nya yang justru digunakan untuk melakukan 

suatu kejahatan.13 Berbicara tentang kepemilikan senjata api, khususnya untuk 

konteks ilegal, itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, 

yang hanya coba-coba. Umumnya  adalah  mereka  yang  berada  dalam  konteks  

terlatih,  memiliki  spesialisasi  di bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian 

membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.14 

Berdasarkan data resmi kepolisian pada tahun 2017 menyebutkan, senjata api 

legal untuk bela diri yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, 

sementara untuk olahraga sekitar 6.000 pucuk. Sementara sampai bulan Agustus lalu, 

kasus penyalahgunaan senjata api non organik sebanyak 58 kasus dengan jumlah 

senjata 69 buah. Menurut Mabes Polri sampai Agustus 2017 ada 45 senjata api resmi 

yang dilaporkan hilang. Disebutkan pula ada sedikitnya sekitar 20 ribu senjata api 

 
13 penembakan Bus TransJakarta Koridor 9 dan penembakan senjata api terhadap anggota Brimob 

di Kota Bogor. Dikutip dari https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf diakses pada 30 

oktober 2018, Pukul 20.00 WIB 
14 Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak”, 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml diakses pada 21 

oktober 2018 

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml
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milik polisi dan TNI, yang kini berada di tangan sipil dalam kondisi siap pakai atau 

rusak.15demikian juga  bahan  peledak  yang  seyogyanya  digunakan  secara  terbatas 

ternyata dengan mudahnya didapatkan secara bebas. Bahan peledak merupakan barang 

yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk mendukung kebutuhan dan 

penggunaannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan kegiatan 

pertahanan keamanan negara, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara 

khusus.16 

Penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya 

sangat riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan 

tujuan untuk mengambil keuntungan sepihak saja, tanpa memperhatikan pertahanan, 

kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan pada umumnya. 

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang 

Bahan Peledak yaitu pada Pasal 1 ayat (2), bahan peledak terdiri dari bahan peledak 

untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial). 

Rincian lebih lanjut tentang bahan peledak untuk kepentingan militer dan untuk 

kepentingan industri (komersial) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dengan 

memperhatikan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang 

perindustrian, perdagangan, dan kesehatan.17 

 
15 Sarlito Wirawan Sarwono, 2016, “Terosisme di Indonesia,” Jakarta. Prenada Media 

Group hal 47 
16 Dikutip dari  http://www.academia.edu/27991817/Jurnal_Skripsi_-_Bahan_Peledak 
17 Tarigan, 2016.”Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk 
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Senjata api, amunisi dan mesiu merupakan alat untuk membela diri, 

mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan 

senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum (tindak 

kriminalitas)  dan  merupakan  ancaman  terhadap  negara  kesatuan  Republik  

Indonesia. Bahkan mulai bulan Agustus tahun lalu Mabes Polri tidak lagi mengeluarkan 

surat izin penggunaan api sebagai alat bela diri, menyusul kejahatan dengan senjata api 

saat itu.18 

Tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya yang menggunakan senjata api 

dan bahan peledak saat ini menjadi kejahatan yang sering terjadi disekitar kita. Aturan 

mengenai penggunaan senjata api dan bahan peledak yang sudah ada harus 

sedemikian rupa diimplementasikan.  

Contoh kasus pada tahun 2005 kasus Polisi menembak Polisi terjadi di Polres 

Jombang. Tepatnya pada tanggal 27 April 2005, Iptu Sugeng menembak AKP Ibahmim 

Gani ketika tengah berada di ruang Samapta Polres Jombang penembakan itu dilakukan 

oleh Iptu Sugeng dengan cara merebut pistol milik AKP Gani. Tembakan tersebut 

mengenai dada AKP Gani, tak berselang lama, Iptu Sugeng bunuh diri dengan cara 

menembak kepalanya  sendiri, diduga kuat penembakan itu terjadi dikarenakan Iptu 

Sugeng mengalami permasalahan psikologi yang dihadapi. Selanjutnya pada tanggal 14 

Maret 2007 kasus Polisi menembak Polisi di Semarang, dimana Briptu Hance 

 
Menjalankan Tugas Kepolisian”. Jakarta. Atmajaya 

18 “ Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak”, loc.cit. 
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Christianto menembak atasannya, Wakapolwitabes Semarang AKBP Lilik Purwanto 

hingga meninggal dunia, adapun motif penembakan diduga Briptu Hance adalah tidak 

terima ketika akan dimutasi ke Polres Kendal. Kemudian pada tahun 2013, seorang 

Polisi menembak Polisi yang merupakan kepala Rumah Sakit Bayangkara Makassar 

Kombes Purwadi dibagian leher dan Paha. Penembakan tersebut terjadi di ruang Komite 

Medik RS Bayangkara Makassar pada tanggal 6 April 2013, motif penembakan tersebut 

duduga karena Briptu Ishak tidak terima jalan di depan rumahnya sempit dikarenakan 

proyek perluasan RS Bayangkara. Terakhir kasus polisi menembak sesama anggota 

polisi yaitu pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 di Polsek Cimanggis Depok sekira 

pukul 20.50 WIB, dimana terjadi kesalapahaman antara korban bripka Rahmat yang 

bersikeras memproses hukum FZ yang merupakan keponakan brigadir Rangga yang 

terlibat permasalahan hukum, sehingga brigadier Rangga menembak brigadir Rahmat 

sampai meninggal dunia. Sedangkan contoh Sipil yang menyalahgunakan penggunaan 

senjata api seperti anak Bupati Majalengka KARNA SOBAHI yang berinisial IN 

menembak seorang kontraktor yang disebabkan menagih hutang proyek, dimana jenis 

senjata api yang digunakan oleh IN merupakan senjata api jenis Pistol dengan kaliber 9 

milimeter dan memiliki izin resmi dari Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia) hingga 

10 Januari 2020. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut dapat diambil permasalahan 

hukum, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh 

sipil? 

2. Apakah urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak 

oleh sipil? 

3. Siapakah yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan 

senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil? 

C.    Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkaitan tentang Analisis 

Yuridis Mengenai Penggunaan  Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak 

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. mengkaji proses kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak 

oleh sipil dan pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan 

penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan 

sipil. 

b. menganalisa urgensi kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil. 
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c. Mengkaji pihak yang berwenang meneluarkan izin penggunaan senjata api 

dan bahan peledak yang dipergunakan oleh militer dan sipil. 

Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang penggunaan 

senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi 

hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan 

hukum, utamanya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api dan bahan 

peledak untuk kepentingan militer dan sipil. 

E. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori sebagai pisau analisis untuk 

menjelaskan masalah, memecahkan masalah, dan mengendalikan masalah19 

Dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini penulis menggunakan Grand 

Theory20, Middle Range Theory21 dan Applied Theory22.   

 
19

Darsono Prawironegoro, Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara 

Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, 2010, 

hlm 540. 
20 Runt Ernets, 2017. “Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Ap, Munisi dan Bahan Peledak di 

Indonesia”.Manado. Unsrat 
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1. Grand Theory 

Selaku teori besar/ grand theory dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teori Negara hokum. Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

 Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa “Negara Indonesia negara 

hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi 

hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang 

tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan 

Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya 

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu 

berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan 

di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak 

bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip penting dalam negara hukum 

adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum 

(equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang 

khusus, sehubungan dengan konsep Negara hukum tersebut di atas maka setiap warga 

 
21 Middle-range theory itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu 

grand theory., dikutip dari https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-middle-range-

theory/ 
22 Teori yang di terapkan dalam hubungan konsep-konsep dalam ilmu hokum, dikutip dari 

http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/ pada 30 

oktober 2018 pukul 22. 00 WIB  

http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/
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Negara yang berniat memiliki senjata api harus mendapat izin dari instansi yang 

berwenang sebagaimana yang di tegaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338. 

2. Middle Range Theory 

Penggunaan Middle Range Theory dalam penelitian ini selaku jembatan 

dari Grand Theory untuk di terapkan adalah teori kewenangan. 

Kewenangan adalah dideskripsikan sebagai kekuasaaan hokum dalam 

hal ini untuk memberikan izin kepada setiap warga Negara yang ingin 

memiliki senjata api dan bahan peledak 

3. Applied Theory 

Applied Theory adalah penerapan dari teori Negara hukum melalui 

middle range theory yang kemudian di terapkan dalam kenyataan. Yang 

akan di terapkan adalah asas-asas teori dan pengaturan tentang 

kepemilikan senjata api  dan bahan peledak 

F. Kerangka Konsepsional 

Agar  terjadi  kesamaan  konsepsi  terhadap  istilah  yang  muncul  selama  

penelitian maka diperlukan suatu kerangka konsepsional terhadap istilah-istilah 

tersebut. Adapun kerangka konsepsional yang dimaksud antara lain: 

a.  Senjata api.23 

 
23 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, op.cit. 
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Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan 

untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang 

dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. 

b. Amunisi.24 

Amunisi   adalah   suatu   rangkaian   komponen   dan   bahan   kimia   yang   

dapat menimbulkan api maupun ledakan. 

c. Senjata Api Standar Militer.25 

Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI 

dalam rangka pelaksanaan tugas pertahanan negara dengan caliber laras mulai 

dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, 

termasuk yang telah dimodifikasi. 

d. Senjata Api Non Standar Militer.26 

Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk 

melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, 

kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan caliber 

laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang 

telah dimodifikasi. 

 

 
24 Sarlito Wirawan Sarwono, 2016, “Terosisme di Indonesia,” Jakarta. Prenada Media 

Group hal 53 
25 I Runturambi, Pujiastuti, 2015, “Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal”. Jakarta; 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia hal 42 
26Ibid  
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e. Bahan peledak.27 

Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau 

campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau 

gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian 

besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung 

dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat 

tinggi. 

G. Metode Peneitian 

Penelitian hukum merupakan kegiatan menginventarisir permasalahan dan 

mencari solusi dari permasalahan tersebut dari berbagai aspek maupun disiplin ilmu 

(interdisipliner).  

a. Jenis penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian tersebut di atas yaitu analisis yuridis mengenai 

senjata api rakitan dan bahan peledak, maka jenis penelitian yang di gunakan 

adalah penelitian hukum normatif ,karena yang akan di teiliti adalah 

menegenai pengaturan penggunaan senjata api dan naham peledak 

b. Metode pendekatan 

Penelitian Hukum ini akan dilaksanakan melalui pendekatan per undang- 

undangan, pendekatan konsep melalui studi kepustakaan yakni dengan menganalisis 

 
27 Keputusan Presiden tentang bahan Peledak, Keppres No. 125 Tahun 1999, Pasal 1. 
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data sekunder yang terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk 

Kepentingan militer dan sipil. Selain dengan studi kepustakaan, data juga 

didapatkan melalui wawancara dengan narasumber. Karena penelitian ini merupakan 

penelitian hokum normative, maka wawancara yang di lakukan dengan narasumber 

adalah sebagai pendukung penelitian hukum normatif. 

c. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Sumber Bahan Hukum Penelitian teridiri dari sumber bahan hukum primer. 

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan yang mengikat berupa : 

- Undang-Undang dasar 1945, 

- Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin 

Pemakaian Senjata Api 

- Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember  1977  

Tentang  Tuntunan  Kebijaksanaan  untuk  Meningkatkan  Pengawasan  dan 

Pengendalian Senjata Api. 

- Peraturan  Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010. 

- Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang 

tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non 

Organik TNI/POLRI 

d. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Teknik    dokumentasi    yaitu    teknik    pengumpulan    data    

dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang 

terdapat kantor kepolisian terkait dengan tindak pidana penggunaan 

senjata api secara illegal. 

e. Analisis Data 

Data  yang  diperoleh,  dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian 

disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 

dengan penelitian ini. 

f. Teknik penarikan kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

logika berfikir secara deduktif.  Berfikir secara deduktif bearti penarikan 

kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari 

yang umum. Deduksi adalah cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari 

pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir 

yang dinamakan silogismus. 

 



17 
 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptional, dan metode penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian tentang senjata api dan bahan 

peledak, pengaturan tentang senjata api dan bahan peledak, penggunaan senjata api dan 

bahan peledak 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi proses kepemilikan senjata 

api dan bahan peledak oleh sipil dan siapakah yang berwenang mengeluarkan kebijakan 

perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil, 

urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil, Siapa  

yang berwenang mengawasi  penggunaan  senjata  api dan  bahan  peledak  yang 

dipergunakan oleh militer dan sipil. 

Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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